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ABSTRAK

Hak politik merupakan salah satu hak yang wajib dilindung dalam negara
hukum, termasuk hak politik mantan narapidana korupsi. Baik hak untuk memilih
ataupun dipilih dalam pemilihan umum. Namun pada pemilu 2019 hak politik
tersebut sempat dibatasi bahkan dihapus oleh KPU melelui PKPU Nomor 20
Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/kota, yang salah satu pasalnya memuat larangan mantan narapidana
korupsi untuk menjadi bakal calon anggota legislatif. walaupun pada akhirnya
pasal tersebut diajukan uji materi oleh Jumanto dan diputus oleh MA melalui
Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang isi putusanya membatalkan PKPU
tersebut. Namun demikian, Putusan tersebut dikeluarkan menjelang jadwal
penetapan daftar calon tetap yang hanya berjarak satu minggu dari putusan
tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research),
dengan cara mengkaji sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet,
untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam
penelitian.penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian
yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun
data skunder yang bersifat deskriptif-analitik. Metode pengumpulan data
dilakukan dengan cara mengkaji sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website
internet. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan
pendekatan yuridis-normatif yang didasarkan pada teori negara hukum, keadilan
Hans Kelsen dan HAM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MA Nomor 46
P/HUM/2018 jika ditinjau dari waktu keluarnya putusan tersebut kiranya belum
sesuai dengan hukum positif, Sehingga mengakibatkan implikasi putusan tersebut
belum memberikan perlindungan hak politik mantan narapidana korupsi secara
menyeluruh, hanya memperbolehkan mantan narapidana korupsi yang
mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota dan amar putusanya menyatakan bahwa permohonan diterima,
maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.

Kata kunci: Hak Politik, Mantan Narapidana Korupsi, Putusan MA.



ABSTRACT

Political rights are one of the rights that must be protected in a state of
law, including the political rights of former corruption inmates. Both the right to
vote or be elected in general elections. However, in the 2019 election the political
rights were limited and even deleted by the KPU through PKPU Number 20 Year
2018 regarding the nomination of Members of the DPR, Provincial DPRD and
Regency/City DPRD, one of which contained a ban on former corruption inmates
to become legislative candidates. although in the end the article was submitted to
a judicial review by Jumanto and was decided by the Supreme Court through the
Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM /2018, the contents of which
canceled the PKPU. However, the decision was issued ahead of the schedule for
the determination of the permanent list of candidates which is only one week from
the decision.

The research used library research, by reading several books, literature,
scientific journals, internet websites, to obtain a theoretical framework that
becomes the basis of research. This research is normative legal research, namely
research conducted by examining library materials both primary and secondary
data that are descriptive-analytic. The method of data collection is done by
studying a number of books, literature, scientific journals, internet websites. The
problems in this study were then analyzed by a juridical-normative approach
based on the theory of state law, Hans Kelsen's theory of justice and human rights
theory.

The results of this study indicate that the Decision of the Supreme Court
No. 46 P/HUM/2018 if viewed from the time of issuance of the decision is not yet
in accordance with positive law, so that the implications of the decision have not
provided the overall political rights of former prisoners of corruption, only
allowing former corruption inmates who submit an administrative dispute request
to the Provincial Bawaslu and the Regency/City Bawaslu and the termination
states that the application is accepted, the candidate concerned is declared
eligible..

Keywords: Political Rights, Former Corruption Prisoners, Decision of the
Supreme Court.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara tegas tertuang dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 45), penjelasan UUD 45 tersebut menyatakan bahwa Indonesia adalah
negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka (Machtsstaat). Penggunaan istilah rechtstaat tidak diartikan
bahwa konsep negara hukum yang dijalankan Indonesia merupakan penyesuaian
terhadap ciri negara hukum yang terkandung dalam istilah tersebut. Istilah
rechtstaat dalam hal ini merupakan lawan kata dari machstaat, suatu istilah yang
menggambarkan pengelolaan negara berdasarkan kekuasaan.'Dalam negara
hukum, hukum memiliki peranan sangat penting yang berada di atas kuasaan
negara dan politik, kemudian muncul istilah pemerintah di bawah hukum
(goverment under the law).? Julius Sthal mengemukakan, konsep negara hukum

mencakup 4 (empat) elemen, yaitu:*

a. Perlindungan hak asasi manusia,
b. Pembagian kekuasaan,

c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang,

'Zulkarnain Ridwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwaterstaat,” Fiat
Justitia Jurnal 1Imu Hukum, Vol. 5:2 (Mei-Agustus 2012), him. 148.

2 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Rechstaat, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012),
him. 1.

¥ M Hatta Ali dan Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia, (Jakrta:
PT Raja Grafindo Persada, 2014), him. 58.



d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam negara hukum
dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut
rechtsstaat.* Dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 45 menyatakan bahwa “sefiap orang
berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Jaminan
perlindungan hak-hak warga negara ini merupakan hakikat dari UUD 45.°
Berdasarkan bunyi pasal tesebut, hak politik warga negara dalam pemilihan
umum termasuk pemilihan umum legislatif, yakni hak untuk memilih dan dipilh

merupakan suatu hak asasi yang dijamin dalam UUD 45.

Hak dipilih untuk menjadi pejabat publik merupakan bagian dari HAM,
hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa:

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan

umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif tahun
ini, KPU memberi batasan hak politik terhadap mantan narapidana korupsi. Ketua
Komosi Pemilian Umum (KPU) Republik Indonesia, Arief Budiman telah
menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan

Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 30

Juni 2018 dan baru diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Ham

* Jimly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum TataNegara, cet. Ke-8 (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2016), him. 343.

® Yeni Handayani, “Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia,” Jurnal Rech Vinding Online BPHN, (Oktober 2014), him. 2.



(Kemenkumham) secara resmi pada tanggal 3 Juli 2018.° Ketentuan tersebut
terdapat dala Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut:

Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana

dimaksud pada ayat(2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar

narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

PKPU tersebut juga mewajibkan partai politik membuat pakta integritas
terkait caleg-caleg yang diajukan. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat 1
huruf (e), sebagai berikut:

Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan Pimpinan Partai Politik

sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta

integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang

berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model

B.1.

Langkah KPU melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon
Anggota Legislatif ditentang oleh Kementerian dan Bawaslu. PKPU tersebut
dianggap bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilu membolehkan mantan narapidana

mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dengan syarat mengumumkan

statusnya sebagai eks narapidana secara terbuka dan jujur kepada publik.”

Perkembangan selanjutnya, PKPU tersebut diajukan permohonan uji

materi ke Mahkamah Agung (MA) oleh Jumanto pada tanggal 9 Juli 2018 yang

® “PKPU Resmi Diundangkan Kemenkum HAM, ini perbedaan dengan versi KPU”,
https://www.merdeka.com/politik/pkpu-resmi-diundangkan-kemenkum-ham-ini-perbedaan
dengan-versi-kpu.html, diakses pada tanggal 6 september 2018.
" “Ketua DPR Ngotot Menolak Larangan PKPU Soal Caleg Mantan Koruptor”,
https://nasional.tempo.co/read/1102797/ketua-dpr-ngotot-menolak larangan-pkpu-soal-caleg-
mantan-koruptor/full&view=ok. diakses pada tanggal 29 September 2018.


https://www.merdeka.com/politik/pkpu-resmi-diundangkan-kemenkum-ham-ini-perbedaan%20dengan-versi-kpu.html
https://www.merdeka.com/politik/pkpu-resmi-diundangkan-kemenkum-ham-ini-perbedaan%20dengan-versi-kpu.html
https://nasional.tempo.co/read/1102797/ketua-dpr-ngotot-menolak%20larangan-pkpu-soal-caleg-mantan-koruptor/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1102797/ketua-dpr-ngotot-menolak%20larangan-pkpu-soal-caleg-mantan-koruptor/full&view=ok

diterima kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 9 Juli 2018 dan
diregristrasi dengan nomor 46 P/HUM/2018. Perkara uji materi tersebut di putus
oleh MA melalui Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 pada tanggal 13
September 2018 yang hanya berjarak satu minggu dari jadwal penyusunan dan
penetapan daftar calon tetap yang telah ditetapkan KPU melalui PKPU No. 7
Tahun 2017. Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan permohonan uji materi
oleh Jumanto, dan menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d,
dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun
2018 sepanjang prasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Junto Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

MA sebelumnya telah menetapkan penundaaan sementara uji materi
terhadap PKPU tersebut. Hal ini lantaran Undang-Undang Pemilu yang menjadi
acuan PKPU, juga tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sesuai
dengan Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Pasal 55
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang
menyatakan:

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undangundang
yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila
undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut
sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada
putusan Mahkamah Konstitusi”. Sepanjang mengenai kata “dihentikan”

dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ditunda pemeriksaannya”.



Disisi lain, KPU, Bawaslu dan DKPP meminta MA mengutamakan
putusan uji materi PKPU tersebut lantaran waktu penetapan DCT bacaleg sudah
kian dekat. Arief menjelaskan, meskipun MA punya prosedur sendiri dalam
memutuskan permohonan uji materi, tetapi, dalam hal Undang-Undang Pemilu,
MA bisa memproses permohonan uji materi dalam waktu 30 hari. Hal itu sesuai
dengan bunyi Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"UU nomor 7 Tahun 2017 itu mengatur klausul khusus bahwa MA itu diberikan

kewenangan untuk memproses judicial review itu dalam proses 30 hari.?

Sebelum adanya putusan MA tersebut, KPU dan Bawaslu terlihat
bertentangangan, di mana pada masa pendaftaran Bakal Calon Legislatif
(Bacaleg) ada 38 mantan narapidana korupsi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) oleh KPU. Sebab KPU berpedoman pada Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20
Tahun 2018. Namun para mantan narapidana korupsi tesebut lantas mengajukan
sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa

menyatakan seluruhnya Memenuhi Syarat (MS).’

Pertanyanya yang muncul dari uraian diatas adalah Pertama, Apakah
Penundaan pemeriksaan perkara yang ditetapkan MA tersebut sudah sesuai
dengan prinsip-prinsip negara hukum. Kedua, Apakah Putusan MA tersebut

kiranya sudah memenuhi prinsip keadilan yang diharapkan. Ketiga, Apakah

8 «KPU, Bawaslu, dan DKPP Desak MA Putuskan Uji Materi PKPU”,
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/12393911/kpu-bawaslu-dan-dkpp-desak-ma-
putuskan-uji-materi-pkpu di akses pada tanggal 29 September 2018

9 38 Caleg Mantan Napi Korupsi Diloloskan Bawaslu, Berikut Daftarnya", https
://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan-napi-korupsi-diloloskan-
bawaslu-berikut-daftarnya. diakses pada tanggal 29 September 2018


https://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/12393911/kpu-bawaslu-dan-dkpp-desak-ma-putuskan-uji-materi-pkpu
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/12393911/kpu-bawaslu-dan-dkpp-desak-ma-putuskan-uji-materi-pkpu
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan-napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan-napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan-napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya

Putusan MA tersebut telah menjamin Hak Asasi Manusia terutama Hak Politik
mantan narapidana korupsi. Keempat, Bagaimana implikasi hukum adanya

Putusan MA tersebut terhadap hak politik mantan narapidana korupsi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk
mengkaji bagaimana tinjauan yuridis Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang
mengabulkan uji materi Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran
Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dan
mengkaji lebih dalam menegenai implikasi hukum adanya putusan MA tersebut
dan melanjutkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “HAK POLITIK
MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN
UMUM  LEGISLATIF” (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46

P/HUM/2018)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46
P/HUM/2018 tentang hak politik mantan narapidana korupsi?
2. Apa implikasi hukum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46

P/HUM/2018 terhadap mantan narapidana korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis dalam putusan Mahkamah Agung

Nomor 46 P/HUM/2018 tentang hak politik mantan narapidana korupsi.



2. Untuk mengetahui implikasi hukum adanya putusan Mahkamah Agung

Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap hak politik mantan narapidana korupsi.

Adapun dengan tercapainya tujuan yang tertulis di atas maka
diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan.
Penelitian ini diharapkan menggambarkan dan menganalisis problematika
substansi hak politik mantam narapida korupsi untuk dipilih sebagai anggota
legislatif terutama sejak adanya putusan Mahkamah Agung yang bersifat final
tersebut di atas. Secara teoritis, dapat menambah wawasan tentang hak politik
mantan narapidana korupsi di Indonesia terutama akademisi dan instansi
terkait yang berhubungan erat dengan hak politik mantan narapidana korupsi.
Selain itu dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya alternatif untuk
mencari solusi permasalahan menegnai hak politik mantan narapidana di

Indonesia pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengkajian penyusun terhadap beberapa karya ilmiah yang
berupa skripsi, penyusun menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dan
mempunyai relevansi yang mirip dengan topik skripsi yang akan ditulis. Akan
tetapi, dari beberapa judul skripsi tersebut, terdapat perbedaan pembahasan antara
penyusun skripsi yang sebelumnya dengn skripsi yang sekarang. Beberapa

sekripsi yang berhubungan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Karya tulis pertama adalah penelitian yang ditulis Fathul Rahman

Kurniawan yang berjudul “Hak-hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala



Daereh Bulukumba 2015, Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak
politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana dalam memberikan hak
suara pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Bulukumba. Hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya Undang-Undang telah melindungi
narapidana/tahanan dalam memenuhi hak politik (memilih) narapidana. Akan
tetapi, penyelenggaraan pilkada 2015 di kabupaten Bulukumba dinilai masih
belum terealisasikan dengan baik dikarenakan masih banyak tahanan yang tidak
mendapatkan hak untuk ikut serta dalam pemilu, dikarenakan KPU tidak mendata
narapidana yang ada di Polres dan Polsek yang dikirim ke lapas menjelang Pemilu
di selenggarakan. Penelitian ini juga membahas faktor yang menjadikan
Narapidana memeberikan hak suaranya dalam Pilkada tahun 2015 antara lain

kesadaran politik, motifasi dan kesempatan.

Karya tulis kedua adalah penelitian yang di tulis oleh Gugum Ridho Putra
yang berjudul tentang “Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan
Umun Kepala Daerah™'. Penelitian ini mengkaji tentang pembatasan hak politik
mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah yang temuat dalam Pasal 58
huruf f Undag-Undang Nomor 12 Tahun 20018 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan objek kajiannya

terfokus pada putusan mahkamah kontitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan

10 Fathul Rahman Kurniawan “Hak-hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala
Daereh Bulukumba 2015, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasaniddin
Makasar, 2017.

1 Gugum Ridho Putra,Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umun
Kepala Daerah, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2012.



Nomor 4/PUU-VI11/2009 serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
pada pemilihan umum kepala daerah di Bengkulu Selatan.hasil dari penelitian
tersebut menyatakan bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 huruf f UU
Pemda adalah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai
sesuai syarat yang diberikan oleh dua putusan MK tersebut, antara lain: (1) Tidak
pidana yang dilakukan adalah kealpaan ringan (culpa levis) meskipun
ancamannya 5 tahun lebih, (2) tindak pidana kejahatan politik, (3) Jabatan Publik
yang ingin dijabat adalah jabtan dipilih, (4) Telah lewat masa waktu 5 (lima)
tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya, (5) terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, (6)

bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Karya tulis ketiga, yakni penelitian yang ditulis oleh Muhammad Igbal
Hasan yang berjudul “Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan
Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik terhadap Terpidana Tindak

Pidana Korupsi”*?

menyatakan bahwa kedudukan peraturan yang terdapat dalam
kitab undang-undang hukum pidana terkait dengan pencabutan hak memilih dan
dipilih terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XI11/2015 adalah
tidak mempengaruhi satu sama lain, karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
42/PUU/XI11/2015 menafsirkan terkait dengan syarat administratif pencalonan

sebagai pejabat publik yakni apabila mantan terpidana ingin mencalonkan diri

kembali sebagai pejabat publik maka ia harus mengumumkan secara terbuka dan

2 Muhammad Igbal Hasan, “Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan
Hak Memilih dan Dlpilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi,
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.
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dengan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana
sedangkan aturan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana
sebagai dasar hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencabutan hak memilih
dan dipilih. Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap
terpidana tindak pidana korupsi tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia,
karena berdasarkan ketentuan Pasal 28] ayat (2) Undang-Undang Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

Karya tulis keempat yakni penelitian yang ditulis oleh Mohd Hazrul Bin
Sirajuddin yang berjudul “Tinjauan Yuridis Calon Gubernur Berstatus Terpidana
Percoban Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota (Studi Kasus Terhadap Rusli Habibie Sebagai
Terpidana Percobaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017) 13
mengkaji status terpidana percobaan Rusli Habibie sebagai calon Gubernur
Provinsi Gorontalo yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun
2017. Pokok masalah tersebut kemudian dibagi ke dalam dua rumusan masalah,
yaitu: Pertama, Bagaimana ketentuan hukum persyaratan calon kepala daerah
untuk Rusli Habibie sebagai terpidana percobaan? Kedua, Bagaimana hak politik
Rusli Habibie sebagai calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan? Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: penelitian hukum normatif

dan empiris. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber

bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Peraturan

3 Mohd Hazrul Bin Sirajuddin, “Tinjauan Yuridis Calon Gubernur Berstatus Terpidana
Percoban Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota (Studi Kasus Terhadap Rusli Habibie Sebagai Terpidana Percobaan Dalam
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017) Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017.
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KPU Nomor 9 tahun 2016 sedangkan sumber bahan hukum sekunder yaitu: buku,
skripsi, dan jurnal. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-
Undang (statue approach) dan Pendekatan Kasus (caseapproach). Selanjutnya
metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui penelitian
pustaka (library research). Cara pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan
menganalisis kasus dan peraturan perundang-undangan, penyajian buku, jurnal
dan skripsi, lalu penarikan kesimpulan. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif
kualitatif. Hasil Penelitian ini menegaskan bahwa Rusli Habibie sebagai terpidana
percobaan yang ikut dalam Pilkada Tahun 2017 ini tidak memiliki legitimasi

hukum yang kuat.

Beberapa karya ilmiah diatas adalah penelitian yang menurut penyusun
mempunyai tema dan masalah yang hampir sama dengan permasalahan yang akan
diangkat oleh penyusun. Penyusun tidak menafikan bahwa selain karya-karya
diatas, masih banyak lagi penelitian yang mengangkat masalah hak politik warga
negara terkhusus bagi mantan narapidana yang belum dapat penyusun temukan
karena segala keterbatasan penyusun. Namun, sejauh tinjauan yang dilaksanakan
penyusun, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang hak politik
mantan narapidana korupsi untuk menjadi anggota legislatif pasca putusan MA
No. 46 P/HUM/2018. Maka dari itu penyusun memandang penting untuk
dilakukan suatu pengkajian secara khusus mengenai pembatasan hak politik

manatan narapidana, terkhusus narapidana korupsi.
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E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan

dengan perkara yang akan penyusun bahas, sebagai berikut;

1. Teori Negara Hukum
Dalam kepustakaan indonesia, istilah negara merupakan terjemah
langsung dari rechstaat. Di zaman modern konsep negara hukum di Eropa
kontinental dikembangkan antara lain oleh Emmanuel Kant, Paul Laband,
Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain menggunakan istilah Jerman, yaitu
rechtaaat."*Sedangkan dalam tradisi anglo Amerika, konsep negara hukum

dikembangkan oleh A. V. Dicey dengan sebutan The rule of law.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan

istilah rechstaat itu mencakup empat elemen penting:*

a. Perlindungan hak asasi manusia
b. Pembagian kekuasaan
c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang

d. Peradilan tata usaha negara

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral rechstaat adalah
perlindungan terhadap hak hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip

persamaan dan kebebasan. Adanya undang-undang dasar akan memberikan

4 padmo Wahjono, llmu Negara Suatu Sistematik dan Penjelasan 14 Teori llmu Negara
dari Jellinek, (Jakarta: Melati Study Group, 1977), him. 30.

> 1bid.
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jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya
pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu
tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti

pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.®

Sedangkan A. V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam

setiap negara hukum yang disebut the rule of law yaitu:*’

a. Supremacy of law, supremasi hukum untuk menetang pengaruh
dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan,
prerogratif atau discretionary autority yang luas dari pemerintah.

b. Equality before the law, persamaan dihadapan hukum atau
penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law
of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court, ini berarti tdak
ada orang yang berda di atas hukum, tidak ada peradilan
administrasi negara.

c. Due prosess of law, melalui proses hukum; ini berarti setiap yang
dirumuskan dan ditegaskan dalam konstitusi merupakan
konsekuensi dari hak-hak individu untuk menjamin kepastian

hukum.

Keempat prinsip rechsstaat yang dikembangkan oleh julius sthal

tersebut diatas pada pokoknya dapat di gabungkan dengan ketiga prinsip Rule

18 1bid.

" 1pid., him. 72.
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of Law yang di kembangkan oleh A. V. Dicey untuk menandai ciri-ciri

hukum Modern di zama sekarang.*®

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan
bahwa hukum itu sendiri di bangun dan tegakkan menurut prinsip-prinsip
demokrsi. Oleh kerena itu prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum
itu sendiri, pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat (demokratische
rechsstaat). Hukum tidak boleh di buat, ditetapkan, ditafsirkan, dan
ditegakkan berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Prinsip negara
hukum tidak boleh di tegakkan dengan mengabaikan prinsip demokrasi yang
di atur dalam undang-undang dasar. oleh karena itu, perlu ditegaskan pula
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut
undang-undang dasar yang diimbangi penegasan Indonesia adalah negara

hukum yang berkedaulatan atau demokratis.*®
2. Teori Positivisme Hukum

Istilah  positivisme pertama kali dipergunakan oleh Saint
Simon (1760-1825) dari Prancis sebagai metode sekaligus merupakan
perkembangan dalam arus permikiran filsafat.” Positivisme Hukum ini

untuk pertama kalinya dikukuhkan dalam bentuk rumusan yang

18 1bid.

9 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2004), him. 57.

2 Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan,
('Yogyakarta: Kanisius, 2009), him. 6
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sistematikal dan konseptual oleh John Austin dalam The Province of
jurisprudence (1832) melalui pernyataan atau klaim positif mengenai
hukum bahwa:*

hukum dalam tema vyang paling generik dan menyeluruh
diartikan sebagai aturan yang diterbitkan untuk memberi
pedoman perilaku kepada seseorang manusia selaku makhluk
intelegen dari seorang manusia lainnya (makhluk intelegen
lain) yang di tangannya ada kekuasaan (otoritas) terhadap
makhluk intelegen pertama itu

Aliran  hukum positif juga dikenal sebagai aliran legisme.
Aliran ini selalu mengidentikkan hukum dengan Undang-Undang, tidak
ada hukum di luar Undang-Undang, satu-satunya sumber hukum adalah
Undang-Undang. Pandangan-pandangan hukum positif ini dipertahankan oleh
PaulLaband, Jellineck, Rudolf von Jherings, HansNawiasky, Hans Kelsen dan
lain-lain.?

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus
dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan
itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar
undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu
berada di luar hukum.?® Hukum harus dipisahkan dengan moral,

walaupun kalangan positivis mengakui bahwa fokus mengenai norma

hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiolgi dan

2L L.B. Curson, Jurisprudence, (London : Cavendish Publishing, 1993), Cet. 1, him. 93

22 Lily Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2004), him. 56

2 Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar llmu Hukum Normatif, (Bandung:
Nusa Media, 2011), him.5
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politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum.?* Moral
hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan
olen otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai

hukum.?

F. Metode Penelitian

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan
tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum dilakukan,”® tujuannya yakni
untuk mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan
dalam proses menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang
berkaitan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library
research), dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur,
jurnal ilmiah, website internet, untuk mendapatkan kerangka teori yang
menjadi landasan dalam penelitian.penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan

pustaka baik data primer maupun data skunder.?’

? Ibid. him. 5
% Ibid
% Bambang Waluyo, Penelitian dalam Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), him. 17.

27 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), him. 13.
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Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama,
artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari keputakaan baik berupa
buku, ensiklopedia, surat kabar, media online dan lainnya,”® sehingga dapat

diperoleh data-data yang jelas dan akurat untuk dijadikan bahan rujukan.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang
bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka
menemukan fakta diantara dua gejala dengan memberikan gambaran
sistematis menenai peraturan hukum serta fakta-fakta sebagai pelaksana
peraturan perundang-undangan dilapangan.?® Dengan demikian, penyusun
menguraikan secara sistematik tentang pertimbangan hukum majelis hakim
atas putusan MA No. 46/PUU/2018 dan implikasi hukum terhadap eks
narapidana korupsi untuk menjadi anggoata legislatif yang kemudian
menganalisanya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan yang selanjutnya

menjabarkan dalam bentuk kata-kata.
3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan

hukum skunder dan bahan hukum tersier. Penjelasannya sebagai berikut:

%8 Suharsini Ari Kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (jakarta: Rincka
Cipta, 1998), him. 236.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1984), him. 96.
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a. Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang memiliki
otoritas (autoritatif),*® atau sumber utama dalam penelitian. yang
dimaksut di sini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor
46/PUU/2018 perihal uji materi Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan
Anggoota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota.

b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber penunjang dari sumber
primer. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber sekunder di
antaranya peraturan perundang-undangan,buku-buku, jurnal ilmiah,
makalah, artikel, serta hal alin yang berkaitan dengan permasalahan
yang akan dibahas.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan suatu proses atau tahap dalam
penelitian untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Studi
pustaka dilakukan dengan pencarian data melalui dokumen-dokumen, baik itu
dokumen tertulis maupun elektronik yang dianggap dapat mendukung atau

sesuai dengan penelitian ini. Data yang telah diperoleh kemudian

%0'H Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 47.



19

disistematisasikan sesuai dengan formulasi pembahasan kemudian dianalisis
untuk mampu menjawab pokok masalah.
5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu
pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yang disusun
secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh

hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sisitematis, di antara bab satu dengan bab
yang lain nya saling berkaitan sehingga ada korelasi yang terkandung dan
merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, yang tersusun dalam lima

bab.

Bab pertama Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang Hak Politik Warga Negara dan Pemilihan Umum
Legilatif. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan umum mengenai hak
politik warga negara, mulai dari pengertian, perlindungan hak politik secara

nasional dan internasional, pembatasan hak politik dalam peraturan perundang-
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undangan di Indonesia dan aturan penacabutan nya, serta tinjauan umum

mengenai pemilihan umum legislatif.

Bab ketiga ini membahas objek yang menjadi kajian yaitu putusan
Mahkamah Agung 46 P/HUM/2018 mulai dari kewenangan Mahkamah Agung,

posisi kasus dan alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim .

Bab keempat Pembahasan, berisi tentang analisis Putusan Mahkamah
Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang uji materi Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat
(1) hurf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Bakal Calon Anggota
DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten /Kota, Peraturan Komosi Pemilihan
Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait pencalonan eks narapidana korupsi
sebagai anggota legislatif dan membahas implikasi hukum adanya putusan MA

tersebut.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran
penelitian yang mungkin belum tercantum atau terlewatkan di dalam penelitian

ini.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka selanjutnya penulis akan
memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalhan dalam skripsi ini.
Adapun kesimpulan yang diambil dari apa yang telah dijelaskan adalah sebagai
berikut:

1. Tinjauan Yuridis Putusan MA Nomor P 46/HUM/2018

a. Penundaan pemeriksaan perkara uji materi yang ditetapkan oleh
Mahkamah Agung melalui penetapan Nomor 46 P/HUM/2018
tersebut tidak sesuai dengan asas hukum lex spesialist derograt legi
generali. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi memuat aturan pengujian peraturan perundang-
undangan dibawah undang-undang secara umum, sedangkan dalam
Pasaal 76 ayat(4) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 secara khusus
yakni PKPU.

b. Berdasarkan analisis Positivisme Hukum, muatan Putusan Mahkamah

Agung Nomor 46 P/HUM/2018 telah sesuai dengan aturan hukum
positif. Muatan dalam PKPU tersebut bertentangan dengan UU pemilu
terkait pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi. Namun,
terkait batas waktu. Keluarkannya putusan tersebut tidak sesuali
dengan UU Pemilu yang memberi batasan 30 hari setelah diterimanya

perkara harus diputus oleh MA. Oleh karena itu dapat disimpulkan

81
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Putusan MA tersebut dilihat dari muatanya telah sesuai dengan hukum
positif, tapi di tinjau dari waktu keluarnya tidak sesuai dengan hukum
positif.
Implikasi Hukum Putusan terhadap Mantan Narapidana Korupsi
Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang membatalkan Pasal 4
ayat(3) PKPU 2018 mengakibatkan tidak adanya larangan bagi mantan
narapidan korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon Anggota
legislatif. Dengan adanya putusan MA tersebut mengaharuskan KPU
mengganti PKPU dan meloloskan calon Mantan narapidan korupsi yang
sebelumnya berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) manjadi Memenuhi
Syarat (MS) dan ini berlaku hanya pada Mantan narapidana yang telah
melakukan ajudikasi kebawaslu. Sehingga dapat dikatan bahwa adanya
putusan tersebut memang menjamin hak politik mantan narapidan korupsi
untuk menjadi calon anggota legislatif, namun tidak secara umum putusan
itu berlaku pada Pemilu Legislatif 2019. Hal ini akibat dari terlambatnya

putusan tersebut.

Merujuk pada permasalahan putusan MA di atas, ada dua saran yang

sangat penting untuk disampaikan sebagai berikut:

1.

KPU dalam membuat peraturan seharusnya menyesuaikan dengan asas
kesesuaian antara Hierarki, jenis, materi dan muatan peraturan sesuai
dengan muatan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan.
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2. MA dalam menerima dan memeriksa sebuah perkara harus cermat dan
juga menentukan prioritas sebuah perkara berdasarkan asas hukum dan
Undang-Undang vyang berlaku tentunya, selain itu juga harus
memperhatikan asas-asas peradilan yang baik, sepertihalnya asas peradilan

cepat, sederhana dan biaya ringan.
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